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BAB V
PENUTUP
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Magang yang telah penulis laksanakan
dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 selama 40
hari kerja banyak membawa manfaat bagi penulis. Dengan melaksanakan Praktek
Kerja Lapangan/Magang ini penulis mendapatkan banyak pengalaman dan  ilmu
yang selama ini belum penulis peroleh di bangku kuliah. Hal ini sangat berarti
bagi  penulis  karena  dapat  merasakan  bagaimana  sebenarnya  situasi  pergaulan
yang ada di dunia kerja.
Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan
dan  saran-saran  selama  melaksanakan  Praktek  Kerja  Lapangan/Magang  yang
dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  bagi  pihak  instansi  sebagai  tempat
pelaksanaan  Praktek  Kerja  Lapangan/Magang  dan  pihak  mahasiswa  sebagai
civitas  akademik  yang  akan  melaksanakan  Magang  maupun  pihak  panitia
Pelaksanaan Magang yaitu Program Diploma III Universitas Andalas.
5.1 Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil penulis adalah sebagai berikut :
1. Dalam  melakukan  suatu  pendaftaran  hak  kekayaan  intelektual  ada
beberapa  yang  harus  diperhatikan  sebelum  melakukan  pendaftaran.
Penulis mengambil tiga tata cara pendaftaran yang dilakukan dalam hak
kekayaan intelektual yaitu :
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a) Pada pendaftaran permohonan hak merek dagang, sebelum melakukan
pendaftaran  sebaiknya  melihat  alur  yang  ada  pada  pendaftaran
tersebut.  Pendaftaran  hak  merek  dagang  diawali  dengan  pemohon
harus  melengkapi  beberapa  persyaratan  administrasi  yang  sudah
ditentukan dalam waktu 2 bulan setelah melakukan suatu pendaftaran .
Setelah  administrasi  tersebut  telah  lengkap  maka  Ditjen  HaKI
melakukan  pemeriksaan  persyaratan  tersebut  kemudian  akan
memberitahukannya  pada  berita  resmi  merek  dan  jangka  waktu
perlindungan merek adalah 10 (sepuluh) tahun
b) Pada  pendaftaran  permohonan  hak  cipta  sebelum  melakukan
pendaftaran  sebaiknya  pemohon  melihat  alur  yang  ada  pada
pendaftaran tersebut. Pendaftaran hak cipta diawali dengan pemohon
harus  melengkapi  beberapa  persyaratan  administrasi  yang  di  sudah
ditentukan.  Kemudian  pemohon  mengantarkan  persyaratan
administrasi tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Padang. Pemohon yang sudah melakukan pendaftaran
akan  segera  diproses  dan  menunggu  hasil  persetujuan  dari  Ditjen
HaKI. 
c) Pada  pendaftaran  permohonan  hak  paten  sebelum  melakukan
pendaftaran  sebaiknya  pemohon  melihat  alur  yang  ada  pada
pendaftaran tersebut.  Dalam melakukan pendaftaran, pemohon harus
melengkapi  persyaratan  yang  sudah  ditentukan.  Proses  pemdaftaran
hak  paten  diawali  dengan  mengajukan  permohonan  lalu  dilakukan
pemeriksaan administrasi setelah itu dilakukan pemeriksaan substansi
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oleh  Ditjen  HaKI  kemudian  setelah  itu  Ditjen  HaKI  akan
mengumumkan  keputusan  dalam  berita  resmi  hak  paten  setelah  6
bulan.
2. Pada  saat  dilakukannya  suatu  permohonan  pendaftaran  hak  kekayaan
intelektual  peranan  administrasi  secara  manual  dapat  dijadikan  sebagai
bukti  yang  akurat  yang  dapat  disimpan  dengan  baik  serta  dokumen-
dokumen tersebut  tidak mudah hilang jika disusun dan diletakkan pada
tempat  yang  aman  dan  teratur,  sedangkan  peran  administrasi  secara
elektronik yaitu dapat mempercepat kinerja para pegawa Kantor Wilayah
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  cepat  dan  tidak
memakan waktu yang lama dalam mencari suatu berkas yang diinginkan.
3. Dalam permohonan pendaftaran  hak kekayaan intelektual  permasalahan
yang  terdapat  saat  melakukan  proses  tersebut  yaitu   dilihat  dari  faktor
dalam dimana para pegawai sering kewalahan terhadap koneksi jaringan
internet  yang  kurang  memadai  sehingga  memperlambat  kinerja  para
pegawai tersebut dan dilihat dari faktor luar dimana banyak masyarakat
yang belum memahami mengenai persyaratan sebelum melakukan suatu
pendaftaran HaKI.
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan  kepada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak
Asasi Manusia Padang dapat menambah kuota dan kapasitas jaringan
koneksi internet agar saat melakukan pendaftaran online dapat berjalan
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dengan baik dan lancar serta kepada Ditjen Kementerian Hukum dan
Hak  Asasi  Manusia  dapat  cepat  merespon  pendaftaran  yang  sudah
dilkaukan pemohon.
2. Diharapkan  kepada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak
Asasi  Manusia  Padang  dapat  mengadakan  sosialisasi  kepada
masyarakat agar masyarakat dapat mengerti  dan mengetahui tentang
persyaratan dan ketentuan yang harus dilakukan sebelum melakukan
pendaftaran.
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